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ABSTRACT

Semarang City is a city with a high level of community productivity. The high productivity of the people of Semarang
City affects the level of domestic waste produced. The domestic waste produced must be balanced with good sanitation
facilities. Due to the inadequacy of integrated domestic wastewater management facilities, the Semarang City
Government has issued a policy to address the problem, namely Semarang City Regional Regulation Number 2 Year
2023 on Domestic Wastewater Management. One of them is a communal IPAL procurement program aimed at
communities that do not yet have domestic wastewater disposal facilities. The purpose of this study is to analyze the
implementation of the program and identify the driving and inhibiting factors in the implementation of the communal
IPAL procurement program in Semarang City, especially in Kuningan and Sekayu Villages. Through interview and
documentation methods, this study used a descriptive qualitative approach to develop a comprehensive knowledge.
The results showed that the implementation of communal WWTP program in Semarang City, especially in Kuningan
and Sekayu urban villages, still faced various obstacles rooted in structural, institutional, and social factors. The lack
of technical guidance for IPAL managers, inequality of monitoring and evaluation data from Disperkim, and the
absence of requlations regarding sanctions for communities that do not comply with IPAL management.
Improvements in requlations, increased supervisory capacity, and strategies to increase community participation are
needed so that the communal WWTP program can run more optimally and provide long-term benefits for the
environment and public health.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang di Indonesia memiliki kebebasan
dan hak untuk mengakui hak mereka atas
lingkungan hidup yang layak dan sehat sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang  Perlindungan dan
Lingkungan Hidup. Dalam SDGs, terdapat salah
satu target penting yang dicanangkan oleh PBB,
yaitu pada poin ke-6 (enam) air bersih dan
sanitasi layak. Air bersih dan sanitasi layak
adalah  kebutuhan

Ketersediaan air bersih yang aman digunakan

Pengelolaan

dasar bagi manusia.

dan terjangkau serta sanitasi yang layak sesuai
dengan kebutuhan dan merata bagi semua orang

sangat krusial untuk meningkatkan kualitas
hidup dan kesehatan masyarakat.

Limbah merupakan bahan yang dihasilkan
oleh setiap tindakan manusia dan yang memiliki
risiko terbesar selalu dihasilkan dalam bentuk air
(lahi & Megawati, 2022). Lebih dari 50%
penduduk Indonesia, menurut data Laporan
Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020
menunjukkan, lebih dari separuh rumah tangga
atau 57,42% masyarakat di Indonesia masih
membuang  air limbah  domestik ke
got/selokan/sungai (Fig 1.).
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Tempat Pembuangan Air Limbah Domestik Nilai

Got/'Selokan/Sungai 3742
Luang Tanah 18.71
Tangki Septil: 10.26
Lainnya 10,67
Sumur Resapan 1,67
IPAT/SPAL 1,28

Figure 1. Persentase Tempat Pembuangan Air
Limbah Domestik Masyarakat Indonesia

Tahun 2020
Dari data yang ada di atas, diperlukan adanya
intervensi  pemerintah untuk  menyusun

kebijakan yang tepat dalam rangka memberikan
pelayanan pengelolaan air limbah domestik
supaya bisa dibuang ke sarana yang tepat,
sehingga  tidak memunculkan  dampak
kesehatan, ekologis, serta meningkatkan sanitasi
di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk mengatasi permasalahan air
limbah domestik di Indonesia ini adalah dengan
pembuatan sistem pembuangan air limbah
domestik atau membangun Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) Komunal yang fungsinya
menampung serta mengolah keluaran atau
buangan air limbah domestik dari masing-
masing rumah tangga.

Tingginya kepadatan penduduk yang ada di
Kota Semarang, sebagai salah satu dampak dari
urbanisasi, selanjutnya juga akan mempengaruhi
buangan dan volume limbah rumah tangga yang
dihasilkan oleh masyarakat akibat tingginya
aktivitas ~ masyarakat  sekitar, = sehingga
kebutuhan akan fondasi dan kerangka kerja
sanitasi akan meningkat. Dari data yang diambil
dari lama SIMANIS CIKA (Sistem
Informasi Manajemen Air Minum Dan Sanitasi
Bidang Keciptakaryaan), didapatkan bukti
bahwa sanitasi layak di Kota Semarang masih

belum mencapai

resmi

target yang diharapkan
meskipun setiap tahunnya mengalami kenaikan

besaran persentase (Fig. 2).

Sanitasi di Kota Semarang

Target Realisasi

Layak 100% 92.49%
2021

Belum Layak 0,00% 7.51%

Layak 100% 92.63%
2022

Belum Layak 0,00% 7.37%

Layak 100% 92.75%
2023

Belum Layak 0,00% 7.25%

Figure 2. Target & Realisasi Sanitasi Kota
Semarang Tahun 2021-2023
Capaian sanitasi di Kota Semarang masih
belum maksimal karena masih ada rumah
tangga yang membuang air limbah domestiknya
ke tempat selain tangki septik atau IPAL (Fig. 3).
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Figure 3. Persentase Rumah Tangga Menurut
Tempat Pembuangan Air Limbah Domestik di
Kota Semarang Tahun 2023

Hal ini memperkuat fakta bahwa sanitasi di
Kota Semarang masih belum mencapai target
yang diharapkan. Untuk mengatasi
permasalahan sanitasi yang ada di Kota
Semarang ini, salah satu kebijakan sanitasi yang
bisa dilaksanakan adalah program pengadaan
Instalasi Limbah (IPAL)
komunal. Program tersebut bisa menjadi solusi
penting untuk menaikkan kualitas sanitasi di
Kota Semarang.

Pengolahan Air

Untuk mengatasi permasalahan sanitasi
akibat  tingginya  kepadatan  penduduk,
pemerintah Kota Semarang mengintervensi
dengan membuat kebijakan IPAL Komunal di
Kota Semarang yang saat ini telah berjalan
selama kurang lebih 13 tahun sejak awal
dibangun pada tahun 2011. Sejak tahun 2011
sampai terakhir pembangunan pada tahun 2021,
sudah ada total 275 unit IPAL yang tersebar di
beberapa Kelurahan. Namun, dari 275 unit yang
tersebar di seluruh wilayah kelurahan di Kota
Semarang, fakta bahwa pada tahun 2023 masih
ada masyarakat yang masih membuang air
limbah domestik selain di tangki septik dan IPAL
menjadi perhatian bahwa IPAL ini belum bisa
menjadi solusi dari permasalahan pengelolah air
limbah domestik di Kota Semarang.

Dikutip dari data monitoring dan evaluasi
yang dilakukan oleh Disperkim pada tahun 2023,
keberjalanan IPAL komunal di Kota Semarang
masih menghadapi berbagai permasalahan,
diantaranya adalah buruknya kondisi fasilitas di
beberapa unit IPAL karena tidak ada



pemeliharaan dan rendahnya kesadaran
masyarakat untuk  berpartisipasi

pemeliharaan. Dikutip dari buku Laporan Akhir

dalam

Monitoring dan Evaluasi Sarana Sanitasi
Disperkim tahun 2023, dari 60 unit IPAL, salah
satu unit IPAL komunal di Kelurahan Meteseh,
Kecamatan Tembalang yang dibangun pada
tahun 2014 sudah tidak berfungsi karena
perpipaan yang diputus oleh warga. Kemudian,
di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan
juga unit IPAL komunal yang ada bangunan
kurang berfungsi karena tidak adanya iuran dari
masyarakat. Hal ini
partisipasi masyarakat untuk memelihara unit
IPAL dan pengawasan sangat diperlukan dalam
implementasi program IPAL komunal di Kota
Semarang. Tidak adanya pemeliharaan dan

menunjukkan bahwa

pengawasan menyebabkan beberapa unit IPAL
tidak berfungsi dan tidak ada
kebermanfaatannya bagi masyarakat yang
menerima manfaat. Selain itu, tidak berfungsinya
IPAL dapat
permasalahan sanitasi muncul kembali dan tidak
dapat tertangani.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus kepada
2 (dua) lokus penelitian di wilayah Kelurahan

komunal menyebabkan

Kuningan dan Sekayu. Kedua kelurahan ini
dipilih oleh peneliti karena memiliki alasan
sebagai berikut: (1) Kedua kelurahan ini memiliki
kepadatan penduduk yang relatif tinggi, seperti
halnya banyak wilayah di Kota Semarang.
Kepadatan
kebutuhan fasilitas umum dan infrastruktur,
salah satunya adalah IPAL komunal. (2) Kedua
kelurahan ini sama-sama tidak memiliki lahan

penduduk  ini

mempengaruhi

untuk membuat tangki septik individu di
masing-masing
lahan. Selain itu, kedua wilayah ini juga pernah

rumah karena keterbatasan

menghadapi
lingkungan karena dekat dengan Kali Semarang.
(3) Sebelum adanya infrastruktur IPAL,
masyarakat Kelurahan Sekayu dan Kuningan
sama-sama membuang air limbah domestiknya

permasalahan pencemaran

langsung ke sungai. (4) Dari data monitoring dan
evaluasi melalui skoring dan pembobotan yang
dilakukan oleh Disperkim pada tahun 2023,
IPAL di Kelurahan Kuningan dan Sekayu dinilai
masuk ke dalam kriteria kondisi rusak. Kedua
kelurahan ini sama-sama memiliki kondisi KPP
dan iuran yang tidak berjalan dengan lancar.

Atas dasar uraian tersebut di atas, peneliti
ingin mempelajari implementasi program
Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) Komunal di Kota Semarang dengan
menggunakan studi
Kuningan dan Sekayu untuk mengetahui apakah
timbul isu sebagai akibat dari implementasi

kasus di Kelurahan

program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah  (IPAL) yang
sepenuhnya ideal di Kota Semarang serta untuk
mengetahui faktor apa saja yang menjadi
pendorong dan

Komunal belum

penghambat  pelaksanaan
program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang,
khususnya di Kelurahan Kuningan dan Sekayu.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program
Pengadaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) Komunal di Kota
Semarang khususnya di Kelurahan
Kuningan dan Sekayu?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong
dan penghambat implementasi program
Pengadaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) Komunal di Kota
Semarang khususnya di Kelurahan
Kuningan dan Sekayu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi
program Pengadaan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal
di Kota
Kelurahan Kuningan dan Sekayu.

2. Untuk mengidentifikasi dan
menganalisis faktor
penghambat  dalam
program Pengadaan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal
di Kota
Kelurahan Kuningan dan Sekayu.

D. Kerangka Teori
Administrasi Publik

Administrasi menurut Siagian (2004: 2) dalam
Pasolong (2019, p. 3) adalah suatu aktivitas kerja
sama antara dua orang atau lebih untuk
memperoleh tujuan sesuai dengan yang
diharapkan. Selaras dengan pendapat Siagian,
Herbert A. Simon (1999: 3) yang mengartikan
administrasi adalah serangkaian tindakan yang
dikerjakan oleh sekumpulan orang untuk
menggapai misi bersama (Pasolong, 2019).

Semarang khususnya di

pendorong dan
implementasi

Semarang khususnya di



Administrasi menurut John M. Pfiffner adalah
proses mengatur dan mengarahkan sumber daya
manusia dan non manusia untuk memperoleh
tujuan akhir yang diharapkan (Rahman, 2017, p.
11). Dengan demikian, dapat
didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses
yang melibatkan sekelompok orang yang bekerja
suatu tujuan yang
dinginkan. Dari beberapa pengertian tersebut

administrasi

sama untuk mencapai

kemudian muncul salah satu sub ilmu
administrasi, yaitu administrasi publik.
Kebijakan Publik

Salah satu definisi kebijakan publik yang
ditawarkan oleh para ahli adalah interaksi yang
terjadi antara unit pemerintah dengan
lingkungannya, sebagaimana dikemukakan oleh
Eyestone (1971: 18) dalam Mustari (2015). Para
ahli juga telah menawarkan definisi mereka
tentang kebijakan publik, khususnya Thomas R.
Dye (1978; 1987: 1) dalam Mustari (2015), yang
menyatakan bahwa itu adalah “whatever the
governments choose to do or not to do” atau tindakan
apa pun yang pemerintah pilih untuk lakukan
atau tidak lakukan. Menurut pernyataan ini,
pemerintah harus mengatasi masalah-masalah
sosial dengan mengambil kebijakan, yang
merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara
sengaja atau sadar. Wilson (2006) dalam Solichin
(2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai
"kegiatan, visi, dan pernyataan otoritas untuk
mengatasi masalah tertentu, langkah-langkah
yang telah / sedang diambil (atau gagal diambil
menerapkannya), dan  penjelasan
pemerintah tentang apa yang merupakan
kebijakan publik itu." Definisi Wilson digunakan

untuk

untuk mendefinisikan kebijakan publik.
Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menurut Van Meter
dan Van Horn adalah tindakan yang dilakukan
oleh pemerintah dalam rangka mencapai visi
yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Model
Van Meter dan Van Horn menekankan perlunya
keikutsertaan implementator dalam proses
pembuatan tujuan kebijakan sehingga mereka
dapat memahami dan menyepakati tujuan dan
kriteria yang ditentukan. Model implementasi
kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter
dan Van Horn dapat digunakan untuk melihat
prosedur implementasi dan mengidentifikasi
yang menghalangi
keberhasilan implementasi.

hambatan-hambatan

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Van
Meter dan Van Horn yang dikutip dari Anggara
(2014), antara lain:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan, yaitu

rincian standar kebijakan yang akan
digunakan untuk mengukur
pencapaiannya dan siapa saja yang

menjalankan suatu kebijakan.

2) Sumber-sumber Kebijakan, merupakan
variabel yang berhubungan dengan
resources manusia dan dana serta berbagai
insentif yang dapat membantu efektivitas
pelaksanaan kebijakan.

3) Karakteristik lembaga/organisasi
pelaksana, berkenaan dengan kompetensi
dan jumlah agen pelaksana,
bagaimana pembagian kewenangan dan
tanggungjawab implementasi
kebijakan.

4) Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-

serta

dalam

kegiatan pelaksanaan, berkaitan dengan
sejauhmana komunikasi dan koordinasi
antarorganisasi kegiatan
pengawasan yang dilakukan dalam
implementasi kebijakan.

5) Sikap pelaksana, yaitu pandangan tau
wawasan tentang makna dan tujuan dari
suatu kebijakan serta sikap dan komitmen
pelaksana kebiiakan.

6) Kondisi politik, sosial, dan ekonomi, yaitu

serta

berkaitan dengan bagaimana kebijakan
mampu memberikan pengaruh situasi
sosial, ekonomi, dan politik yang ada,
serta apakah elite politik mendukung
pelaksanaan kebijakan.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Semarang dengan bantuan berbagai
pemangku kepentingan lainnya, melaksanakan
Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Dari peraturan ini, dapat digunakan sejumlah
faktor yang ditentukan dalam peraturan tersebut
untuk menilai seberapa baik regulasi ini telah
diterapkan, termasuk:
1) Maksud dan Tujuan, berkenaan dengan
maksud dari peraturan ini dan apa saja
yang ingin dicapai dari adanya peraturan



mengenai  pengelolaan air limbah
domestik.

2) Kewajiban, berkenaan dengan apa-apa
saja yang harus dilakukan dan ditaati oleh
setiap masyarakat untuk mengurangi
kegiatan yang menghasilkan air limbah
domestik.

3) Partisipasi Masyarakat, berkenaan dengan
bagaimana peran serta masyarakat dalam
proses  perencanaan, pembangunan,
pengoperasional, dan  pemeliharaan
pengelolaan air limbah domestik.

4) Pembinaan dan pengawasan, berkenaan
dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah untuk membina dan
memastikan ketaatan masyarakat
terhadap  pengelolaan air  limbah
domestik.

5) Sanksi, berkenaan dengan hukuman yang
diberikan =~ kepada  setiap  pelaku
pelanggaran kebijakan pengelolaan air
limbah.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam
penelitian ini. Karakteristik umum dari teknik
kualitatif adalah metode induktif dari konstruksi
pengetahuan  yang  dimaksudkan  untuk
menghasilkan makna (Leavy, 2017).

Beberapa narasumber telah dipilih oleh
penulis untuk menjadi informan penelitian
dengan menggunakan teknik  purposive
sampling. Menurut Sugiyono  (2018:138)
purposive  sampling merupakan metode
pengambilan subyek melalui pertimbangan yang
berdasarkan dengan ketentuan yang diinginkan
guna menetapkan jumlah sampel yang akan
diteliti, di mana subjek informan dalam
penelitian ini meliputi Pegawai Bidang
Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Semarang, KPP Kelurahan Kuningan, dan KPP
Kelurahan Sekayu. Adapun teknik-teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data pada
penelitian ini, meliputi wawancara dan

dokumentasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Program Pengadaan

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Komunal di Kota Semarang (Studi Kasus
di Kelurahan Kuningan dan Sekayu)

1) Maksud dan Tujuan

Analisis fenomena maksud dan tujuan
dari  program  pengadaan  Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) ini
bertujuan memberikan fasilitas pengolahan
air limbah domestik yang memadai, efektif,
sehat, dan ramah lingkungan. Pelaksanaan
program ini telah dirancang sesuai dengan
standar kelayakan lingkungan yang
berlaku, sehingga diharapkan dapat
mendukung terciptanya lingkungan
masyarakat yang lebih bersih, sehat, dan
nyaman karena air limbah domestik yang
dibuang sesuai dengan sarana yang tepat.
Program ini di bawah tanggung jawab dari
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Semarang sebagai wujud
komitmen pemerintah dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat serta menjaga
keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan penelitian terkait
fenomena maksud dan tujuan, dapat
dikatakan  didapatkan  hasil = bahwa
pelaksanaan program IPAL komunal di
Kota Semarang khususnya di Kelurahan
Kuningan dan Sekayu, telah berjalan
dengan baik dalam hal pembangunan
infrastruktur dan pemanfaatannya oleh
masyarakat. Bukti yang diperoleh dari
penelitian ini adalah keterbangunan IPAL di
Kelurahan Kuningan dan Sekayu ini
dikarenakan dari adanya kebutuhan
masyarakat yang belum memiliki septic tank
individu sedangkan lahannya tidak
memadai. IPAL di Kelurahan Kuningan
juga telah beroperasi selama lebih dari satu
dekade, yaitu 13 tahun dan masih
digunakan oleh masyarakat berarti
kebermanfaatannya memang ada di
masyarakat. Selain itu, di Kelurahan Sekayu
terdapat sekitar 30 rumah dalam satu RT
yang tersambung ke satu unit IPAL
komunal, menunjukkan bahwa sistem ini
telah membantu menangani limbah
domestik di kawasan padat penduduk.
Setelah pembangunan IPAL, kondisi
lingkungan di kedua wilayah ini menjadi
lebih sehat karena limbah domestik dapat
dikelola dengan lebih baik, mengurangi
pencemaran lingkungan, dan meningkatkan
kualitas sanitasi bagi masyarakat di
Kelurahan Kuningan dan Sekayu. Dari hasil



2)

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
implementasi pengadaan program IPAL
komunal sudah berjalan dengan baik karena
sudah sesuai dengan maksud dan tujuan
dari Pearturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
di Kota Semarang.
Kewajiban

Analisis dari fenomena kewajiban
merupakan penilaian terhadap kewajiban
yang harus dipenuhi oleh para pelaksana
dan sasaran kebijakan. Dalam Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,
dalam Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa
salah satu kewajiban masyarakat adalah
utnuk mengurangi jumlah air limbah
domestik yang dibuang dari masing-masing
tempat tinggal. Sementara itu, Dinas
Perumahan dan Permukiman (Disperkim)
bertanggung jawab menyampaikan
pentingnya pengurangan air limbah
tersebut kepada masyarakat penerima
manfaat Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) Komunal.

Berdasarkan terkait,
pemerintah belum bisa memerintahkan
kepada masyarakat untuk mengurangi
kuantitas limbah karena belum ada
peraturan yang mendukung pemerintah
untuk mewajibkan masyarakat

penelitian

untuk
mengurangi kuantitas air limbah domestik
yang dikeluarkan, padahal hal ini dapat
meningkatkan efisiensi IPAL. Meskipun
walaupun belum ada gerakan dari
pemerintah berbentuk regulasi maupun
masyarakat untuk mengurangi kuantitas air
limbah domestik dari rumah masing-
masing, namun dapat disimpulkan bahwa
mayoritas masyarakat di wilayah Kelurahan
Kuningan dan Sekayu telah memenuhi
kewajibannya dalam membuang air limbah
domestik ke sarana yang tepat. Hal ini
menunjukkan  bahwa
Kelurahan Kuningan dan Sekayu sebagai
penerima manfaat memiliki tingkat

kepatuhan dan kesadaran yang baik dalam

masyarakat di

pembuangan air limbah domestik sesuai

dengan standar sanitasi
memastikan limbah dibuang ke saluran

yang sudah tersedia.

dengan

3) Partisipasi Masyarakat

Analisis dari fenomena partisipasi
masyarakat merupakan penilaian terhadap
keterlibatan masyarakat secara aktif dalam
perencanaan, pembangunan,  hingga
menjadi pihak yang akan
mengurus keberlanjutan operasional dari

nantinya

adanya IPAL komunal. Hal ini diatur dalam
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik Pasal 69 .

Berdasarkan dari hasil penelitian,
penerapan dari fenomena partisipasi
masyarakat Kelurahan Kuningan dan

Sekayu sudah ada dan dilaksanakan secara
aktif dibuktikan dengan adanya usulan
masyarakat di kegiatan
Disperkim, walaupun secara tidak langsung
dari masyarakat, yakni diwakili dari pihak
kelurahan dan kecamatan yang
mendampingi proses pengajuan ini. Dalam

Musrenbang

tahap perencanaan, walaupun tidak semua
warga terlibat secara langsung, tetapi
umumnya masyarakat mengetahui adanya
rencana pembangunan IPAL di wilayah
mereka. Dalam proses pembangunan,
masyarakat juga berperan aktif baik dalam
bentuk kontribusi finansial (iuran) maupun
sebagai bagian dari kepanitiaan proyek. Hal
ini menunjukkan adanya keterlibatan yang
baik. Setelah selesai proses pembangunan,
IPAL komunal diserahterimakan kepada
masyarakat, maka dari itu masyarakat wajib
membentuk KPP atau kelompok pengurus.
Dari data sekunder yang diperoleh, yaitu
dari data monitoring dan evaluasi sanitasi
oleh Disperkim, terdapat pernyataan bahwa
terdapat

pengelolaan  di

masih permasalahan  dalam

kedua
sistem iuran dan

kelurahan ini,
terutama  dalam
pemeliharaan rutin. Dari hasil monitoring
dan evaluasi yang dilakukan Disperkim,
nilai dan skor dari parameter keterlibatan
iuran masyarakat dan tingkat kesadaran
masyarakat masih rendah. Namun, dari
hasil penelitian yang sudah dilaksanakan
hasil monitoring dan evaluasi ini berbeda
dengan kondisi riil yang ada di lapangan.
Kondisi pengelolaan dari kedua IPAL di
kelurahan ini sudah berjalan dengan baik
terbutkti dengan adanya KPP yang bisa
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melakukan  pengelolaan IPAL  sejak
keterbangunan unit. Iuran juga sudah
berjalan dengan lancar baik di Kelurahan
Kuningan dan Sekayu dibuktikan dengan
jumlah iuran yang lebih dari cukup untuk
melakukan penyedotan bak IPAL komunal
yang penuh dan melakukan perbaikan
minor. Hal ini membuktikan bahwa hasil
monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan
oleh Disperkim ada yang tidak relevan
karena adanya ketimpangan informasi yang
ada di data dan kondisi faktual di lapangan.
Pembinaan dan Pengawasan

Analisis pada pembinaan dan
pengawasan pada implementasi IPAL
Komunal ini memiliki konteks bagaimana

Disperkim melakukan sosialisasi,
bimbingan teknis, serta pengawasan
terhadap ketaatan masyarakat dalam

pengelolaan air limbah domestik atau
dalam penggunaan IPAL-nya.
hasil
ditemukan informasi bahwa Disperkim
telah melaksanakan sosialisasi tidak secara
khusus mengenai IPAL komunal, tetapi juga
berkenaan dengan air limbah domestik dan
yang

mengenai

Berdasarkan dari penelitian,

sanitasi didalamnya termasuk
membahas IPAL  komunal.
Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah
untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat mengenai IPAL komunal yang
akan dibangun di wilayahnya, sehingga
IPAL nantinya akan berjalan dengan baik
dan berkelanjutan serta memberikan
kebermanfaatan  jangka  panjang di
kehidupan masyarakat Kota Semarang.
Sosialisasi dilaksanakan oleh Disperkim di
kelurahan masing-masing yang diikuti oleh
perwakilan setiap RT. Dari sosialisasi yang
sudah diberikan ke perwakilan RT
kemudian disalurkan atau diteruskan ke
masyarakat secara luas saat ada kegiatan
pertemuan rutin. Hal ini membuktikan
bahwa sudah dilaksanakan
secara merata kepada seluruh masyarakat
penerima manfaat, walaupun tidak secara
langsung dari Disperkim ke masyarakat.
Disperkim khusus
melaksanakan bimbingan teknis.
Pengetahuan  hanya  diberikan ke
masyarakat saat kegiatan

sosialisasi

secara belum

sosialisasi.
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Menurut Disperkim, bimbingan teknis
dirasa tidak perlu dilakukan karena
IPAL ini tidak
memerlukan keahlian khusus dan seluruh
pengoperasionalisasian sudah
diberikan saat sosialisasi, kecuali jika ada

kerusakan teknis yang tidak bisa diperbaiki

pemeliharaan  unit

cara

oleh masyarakat sendiri, maka pengurus
bisa melaporkan hal kepada
Disperkim. Berkenaan dengan tingkat
ketaatan yang dimiliki oleh masyarakat
penerima manfaat, ditemukan fakta bahwa
di Kota Semarang khususnya
Kelurahan Kuningan dan Sekayu sudah
memiliki tanggung  jawab untuk
memelihara unit IPAL supaya tetap berjalan
dengan membayar iuran.
Sanksi

Analisis fenomena sanksi merupakan
penilaian tentang pemberian sanksi untuk

tersebut

dari

pelanggaran  yang  dilakukan  oleh
masyarakat penerima manfaat IPAL
komunal.

Analisis yang didapatkan untuk

fenomena sanksi dari penelitian yang sudah
dilakukan, bahwa sanksi untuk masyarakat
yang pelanggaran  yang
berhubungan dengan IPAL belum bisa
dikatakan berjalan secara efektif. Hal ini
disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang
mengatur mengenai sanksi pelanggaran

melakukan

IPAL komunal. Disperkim juga hanya
sebagai  pihak yang  melaksanakan
pembangunan dan perbaikan, sehingga
tidak

memberikan

memiliki kewenangan  untuk
langsung,
pengelolaan sanksi dikembalikan kepada
masyarakat yang mengelola unit IPAL
komunal. Pelanggaran tidak
membayar akan berdampak
langsung pada sistem IPAL yang digunakan
oleh masyarakat penerima manfaat, namun
tidak ada sanksi tegas yang dapat memaksa
kepatuhan hasil
wawancara pada Kelurahan Kuningan dan
Sekayu menunjukkan bahwa sanksi belum
pernah  dijalankan tingginya
ketaatan masyarakat yang menggunakan
IPAL komunal. Sehingga, bisa dikatakan
bahwa masyarakat di kedua kelurahan

tersebut memanfaatkan dan menjaga IPAL

sanksi secara

seperti
retribusi

mereka. Namun,

karena
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dengan baik dengan tidak melanggar aturan

yang ada.
Faktor Pendorong dan Penghambat
Implementasi Program Pengadaan

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Komunal di Kota Semarang (Studi Kasus
di Kelurahan Kuningan dan Sekayu)
Standar dan Sasaran Kebijakan

Analisis pada variabel standar dan
sasaran kebijakan ini merujuk pada standar

yang  digunakan  Disperkim  untuk
membangun IPAL komunal, serta
penetapan sasaran yang jelas untuk
memastikan  tujuan yang diinginkan
tercapai.  Analisis yang didapatkan
menunjukkan bahwa standar yang

digunakan oleh Disperkim merujuk dari
Buku Saku Petunjuk Konstruksi Sanitasi
atau Buku Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis Kegiatan Sanitasi yang
oleh Kementerian PUPR,
terdapat standar persyaratan bangunan
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
yang sesuai. Persyaratan atau ketentuan

dikeluarkan

umum untuk pemilihan lokasi
pembangunan IPAL komunal adalah
sebagai berikut:
1. Sesuai untuk daerah dengan
kepadatan tinggi.

2. Lokasi harus bebas banyjir.
3. Pengoperasioan dan pemeliharaan

oleh kelompok masyarakat atau
teknis pemerintah setempat.

4. Tersedia badan air untuk
mengalirkan efluen yang sudah

memenuhi baku mutu air limbah
domestik.
5. Pencemaran terhadap air tanah dan
badan air dapat dihindari.
6. Pengurasan lumpur dilakukan secara
rutin dengan mobil unit IPLT.
Analisis dari variabel standar kebijakan
dengan menyimpulkan informasi yang
didapatkan dari informan sebagai KPP
IPAL bahwa IPAL di lokus yang diteliti,
yaitu Kelurahan Kuningan dan Sekayu
sudah memenuhi persyaratan lokasi di
mana keduanya adalah termasuk ke dalam
daerah dengan kepadatan penduduk yang
tinggi di Kota Semarang. Kedua lokasi IPAL
di kelurahan ini sudah terbebas dari banjir.
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Di Kelurahan Kuningan posisi IPAL sudah
berada di atas permukaan tanah sekitar 1
meter di atas permukaan laut, sedangkan di
Kelurahan Sekayu posisi IPAL memang
sudah terbebas dari banjir, tetapi posisi
tutup IPAL ini rata dengan tanah sehingga
air yang menggenang di atas tutup tersebut
masuk atau rembes ke dalam bak
penampungan yang menyebabkan baknya
cepat penuh. KPP atau Kelompok Pengelola
dan Pemlihara IPAL sudah berjalan dari
masyarakat di wilayah tersebut, walaupun
di Kelurahan Sekayu petugas KPP adalah
yang sekaligus menjadi pengurus RT. Dari
obeservasi yang dilakukan peneliti juga
pada kedua wilayah tersebut sudah ada
badan air terdekat untuk membuang efluen
atau sisa hasil air limbah yang sudah
proses filterisasi, yaitu Kali
Semarang. Pengurasan tangki septik IPAL
dari kedua wilayah tersebut juga sudah

melalui

dilakukan dengan menggunakan fasilitas
IPLT, yang dilakukan
penyedotan IPAL Kuningan pada tahun
2022 dan IPAL Sekayu pada awal tahun
2024. Untuk sasaran sudah dikatakan tepat
sasaran, karena sasaran ditentukan oleh

dari mana

masing-masing kelurahan penerima
manfaat. Kedua kelurahan baik Kuningan
maupun Sekayu, sasarannya merupakan
rumah tangga yang belum memiliki fasilitas
septic tank di rumahnya.
Sumber-sumber Kebijakan

Analisis dari faktor sumber-sumber
kebijakan meliputi sumber daya manusia,
sumber daya anggaran, dan sumber daya
waktu. Kualitas dan kuantitas sumber daya
dalam program IPAL saling melengkapi
dan merupakan fondasi utama keberhasilan
program. Selain sumber daya manusia,
sumber daya anggaran juga memegang
peran krusial dalam pelaksanaan program
IPAL, karena memengaruhi seluruh aspek
perencanaan, implementasi,
hingga pemeliharaan sistem. Sumber daya
waktu adalah elemen penting dalam
pelaksanaan program IPAL karena waktu

operasional,

yang dikelola dengan baik memastikan
setiap tahap program dapat selesai tepat
waktu dan memberikan dampak yang
optimal.
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Analisis peneliti dari variabel sumber-
sumber kebijakan dari wawancara yang
telah peneliti lakukan pada narasumber
informan terkait, bahwa sumber-
sumber  kebijakan  dalam = kegiatan
pengadaan IPAL Komunal di Kota
Semarang ini dilaksanakan oleh Disperkim

atau

sebagai sumber daya perencana, pihak
ketiga atau vendor atau di sini adalah
kontraktor, konsultan,
sebagai sumber daya pembangunan, dan
masyarakat  sebagai daya

serta evaluator
sumber
operasional.
Penelitian ini menunjukkan bahwa
pihak Disperkim sebagai subjek yang
peneliti kaji tidak berpartisipasi dalam

tahap operasionalisasi, hal ini
mengindikasikan adanya keterbatasan
sumber daya atau mandat institusi.
Keterbatasan sumber daya yang
menyebabkan  tidak  adanya  pihak
Disperkim  yang  mengikuti  tahap
operasionalisasi pada wunit IPAL akan

menyebabkan unit tidak terawasi dengan

baik, apabila pihak pengelola dari
masyarakat atau KPP juga ternyata tidak
berjalan dengan baik. Sumber daya
anggaran sudah mencukupi dan

dialokasikan dengan baik sehingga tidak
ada permasalahan yang berhubungan
dengan  keterbatasan anggaran saat
Pembangunan IPAL. Selain itu, kendala
yang dihadapi Disperkim saat
mengimplementasikan program ini adalah
adanya force majeure atau situasi yang di luar
kendali, misalnya adalah musim dan cuaca
yang menghambat pembangunan unit
IPAL. Hal ini termasuk ke dalam salah satu
kekurangan kebijakan,
sumber daya waktu yang dimiliki oleh
Disperkim dalam program pengadaan IPAL
Komunal di Kota Semarang.

sumber yaitu

Karakteristik Lembaga/Organisasi
Pelaksana
Karakteristik lembaga pelaksana

mengacu pada faktor-faktor internal dalam
organisasi yang bertanggung jawab untuk
kebijakan, yang
memengaruhi sejauh mana kebijakan dapat
diimplementasikan secara efektif. Struktur
organisasi yang jelas memungkinkan setiap

melaksanakan
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anggota lembaga memahami perannya
dalam implementasi kebijakan. Dalam
Disperkim terutama bidang PSU sebagai
bidang yang program
pengadaan IPAL sudah membagi peran
atau tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki. Analisis

membawahi

yang didapatkan dari penelitian pada
variabel karakteristik lembaga/organisasi
pelaksana, peran Disperkim hanya berfokus
pada tugas pokok dan fungsi perencanaan
dan pembangunan fisik yang memang
sudah dinilai dilaksanakan dengan baik.
Namun, tidak adanya tugas pokok dan
fungsi yang mengharuskan Disperkim ikut
dalam tahap operasional mengungkapkan
adanya tanggung jawab
kelembagaan, yang artinya Disperkim tidak
memiliki unit, sumber daya manusia, atau
kompetensi teknis yang didedikasikan
untuk  bertanggung jawab
operasional IPAL secara berkelanjutan. Hal
dapat
pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan
yang menyebabkan munculnya celah besar
dalam pencapaian capaian kebijakan IPAL

pembatasan

terhadap

ini  nantinya menghambat

komunal. Capaian kebijakan dalam hal ini
adalah memastikan pengelolaan limbah
domestik yang berjalan secara berkelanjutan
yang sulit tercapai karena tidak adanya
pengelolaan operasional dari Disperkim.
Walaupun kompetensi dari
Disperkim sudah baik, ketiadaan peran
operasional dalam tupoksi Disperkim
menciptakan risiko bahwa IPAL
yang mangkrak
apabila dalam hal ini masyarakat sebagai
pihak pengelola tidak memiliki kapasitas

pelaksana

akan

menjadi  infrastruktur

teknis atau sumber daya yang cukup.
Antar  Organisasi
Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan
Pada variabel ini, Van Meter dan Van
Horn menyoroti

Komunikasi dan

pentingnya interaksi,
koordinasi, dan mekanisme komunikasi
organisasi yang terlibat
pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar

organisasi

antar dalam

mengacu pada pertukaran

informasi, koordinasi, dan kerja sama
berbagai lembaga atau instansi yang terlibat
implementasi kebijakan.

pelaksanaan program pengadaan IPAL ini

dalam Dalam
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melibatkan tidak hanya Disperkim Kota
Semarang, tetapi juga banyak instansi
lainnya.

Analisis yang didapatkan dari penelitian
pada variabel komunikasi antarorganisasi
dan kegiata pelaksanaan, ditemukan bahwa
komunikasi dan koordinasi dari setiap
stakeholder sudah dilaksanakan dengan
baik. Namun, ketika
Disperkim tidak bertanggung jawab atas
operasional IPAL komunal, tanggung jawab
ini sering dialihkan ke pihak lain, yaitu

dalam konteks

masyarakat, pengelola lokal, atau pihak
ketiga. Jika koordinasi antara aktor-aktor ini
lemah atau tidak ada mekanisme integrasi
yang jelas, operasionalisasi IPAL menjadi
tidak optimal. Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi yang juga dilakukan oleh pihak
ketiga dapat menyebabkan Disperkim tidak
memiliki data lengkap dan kondisi faktual
tentang fungsi serta pemanfaatan IPAL
komunal di lapangan. Dalam hal ini contoh
konkritnya adalah adanya kesenjangan atau
perbedaan informasi mengenai penilaian
dalam monitoring dan evaluasi unit IPAL di
Kelurahan Kuningan dan Sekayu dengan
kondisi faktual yang ada. Data Disperkim
ini memberikan penilaian tidak berjalannya
KPP dan iuran di kedua kelurahan tersebut,
namun pada kenyataannya KPP dan iuran
pemeliharaan IPAL berjalan dengan baik.
Hal ini dikarenakan pihak Disperkim tidak
mengikuti kegiatan operasional dari IPAL
komunal ini, sehingga pengetahuan mereka
selain aspek teknis, seperti efektivitas atau
kepuasan masyarakat menjadi parsial.
Sikap Pelaksana

Aspek sikap pelaksana dalam teori
implementasi kebijakan dari Van Meter dan
Van Horn mengacu kepada pemahaman
dan pengetahuan dari para pelaksana
kebijakan atau birokrat mengenai visi dari
program yang akan dilaksanakan, dalam hal
ini adalah IPAL Komunal. Analisis yang
didapatkan dari penelitian pada variabel
sikap pelaksana atau disposisi yang
berbentuk komitmen yang dimiliki oleh
Disperkim dari tahap perencanaan,
pembangunan,  serah
pengawasan sudah dilaksanakan dengan
baik, dibuktikan dengan adanya pelatihan

terima, dan
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yang dilaksanakan sebelum kegiatan
pembangunan unit, serta perencanaan yang
dilaksanakan dengan matang sesuai dengan
juklak dan juknis yang ada. Dalam tahap
operasionalisasi, tidak adanya disposisi
yang diberikan oleh Disperkim
menunjukkan kelemahan implementasi.
Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan,
Disperkim memandang bahwa tanggung
jawab operasional bukan bagian dari tugas
mereka, maka Disperkim tidak akan
berupaya mengintegrasikan dukungan
operasional ke dalam perencanaan atau
pelaksanaan program. Dalam keadaan unit
IPAL yang rusak pun dikembalikan
tanggung jawabnya kepada masyarakat dan
dilaksanakan dengan biaya operasional
yang dimiliki, jika biaya tidak memadai
maka bisa diajukan perbaikan kepada
Disperkim. Namun, harus melewati proses
perencanaan yang panjang. Hal ini dapat
menyebabkan kebanyakan program yang
mengalami kerusakan hanya dibiarkan dan
tidak ada keberlanjutan manfaatnya.
Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik
Analisis mengenai kondisi sosial
masyarakat  ini
bagaimana tingkat penerimaan masyarakat
terhadap program IPAL Komunal di Kota
Semarang. Ketika masyarakat memiliki
pemahaman yang baik mengenai kebijakan

mengacu  terhadap

yang dilaksanakan dan merasa terlibat,
maka keberhasilan implementasi
meningkat. Analisis yang didapatkan dari
penelitian pada variabel kondisi sosial
data yang
diperoleh peneliti dari hasil monitoring dan
evaluasi Disperkim pada IPAL Komunal,
ditemukan juga bahwa masyarakat di
beberapa kelurahan di Kota Semarang
masih kurang peduli dengan adanya IPAL
Komunal yang tersambung di rumah
mereka sebagai penerima manfaat, sehingga

akan

masyarakat, dari sekunder

pada akhirnya perpipaan IPAL tersebut
diputus sepihak oleh masyarakat tersebut.
Masyarakat juga sering mengeluh dengan
bak
penampungan IPAL tersebut. Selain itu,

adanya bau yang berasal dari
terdapat masyarakat yang kurang puas
dengan pembangunan IPAL yang ada

dikarenakan oleh adanya kebocoran pipa



yang tidak segera ditangani. Beberapa
masyarakat juga masih ada yang tidak mau
membayar iuran untuk operasionalisasi
IPAL yang tersambung di rumah tersebut.
Namun, dari hasil wawancara dengan
Kelurahan = Kuningan  dan  Sekayu
fakta masyarakat
sebagian besar sudah menerima adanya

ditemukan bahwa
IPAL komunal di wilayahanya.
Kondisi masyarakat juga
menjadi indikator  yang
memengaruhi keberjalanan suatu kebijakan.

ekonomi
salah satu

Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak
stabil berpengaruh terhadap kesejahteraan
masyarakat. Kemudian, kesejaahteraan
masyarakat berpengaruh dengan
penerimaan masyarakat terhadap program
yang dijalankan. Analisis yang didapatkan
dari penelitian pada variabel kondisi
ekonomi adalah setelah IPAL komunal
berjalan, masyarakat berkewajiban untuk
iuran atau retribusi untuk
yang besarannya juga
terjangkau  oleh  masyarakat  yang
berpenghasilan rendah. Sehingga, kondisi
ekonomi masyarakat penerima manfaat ini
tidak mengganggu
operasionalisasi IPAL komunal di wilayah
Kota Semarang.

Dalam  konteks kondisi  politik,

stabilitas politik sangat penting untuk

membayar
pemeliharaan

keberjalanan

kelancaran pelaksanaan kebijakan. Konflik
politik atau pergantian pemerintahan yang
sering dapat mengganggu keberlanjutan
kebijakan. Dari penelitian yang sudah
dilakukan pada pegawai Disperkim dan
masyarakat penerima IPAL
komunal ini ditemukan bahwa kondisi
politik yang ada di Kota Semarang tidak
pernah memengaruhi keberjalanan
implementasi program IPAL komunal.
Dalam hal ini karena Disperkim dalam
program pengadaan IPAL ini juga tidak

manfaat

bekerjasama dengan partai politik yang
biasanya memiliki kepentingan politik
tersendiri, sehingga dinamika politik tidak
memengaruhi  jalannya  implementasi
program IPAL komunal ini.
KESIMPULAN
Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan

bahwa program IPAL komunal di wilayah Kota

Semarang dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat

disimpulkan bahwa implementasi program IPAL
komunal telah berjalan dengan baik, tetapi masih
memiliki beberapa tantangan, terutama dalam:

a. Kurangnya bimbingan teknis untuk
pengelola IPAL, yang dapat berdampak
pada pemeliharaan jangka panjang.

b. Ketimpangan data dalam hasil monitoring
dan evaluasi Disperkim, yang berpotensi
menghambat  pengambilan  keputusan
berbasis data.

C. Tidak adanya regulasi mengenai sanksi bagi
masyarakat yang tidak membayar iuran
atau melakukan pelanggaran, sehingga
kebijakan ini belum memiliki instrumen
pemaksa kepatuhan.

SARAN
Dengan mengacu pada hasil analisis yang

sudah dilakukan peneliti, terkait dengan
implementasi  program  pengadaan IPAL
komunal di Kota Semarang yang masih
menghadapi tantangan, berikut saran yang dapat
dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki
ketidakoptimalan yang ditemukan dalam
penelitian, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan
Teknis
Disperkim perlu menyediakan bimbingan

teknis secara berkala bagi pengelola IPAL

komunal agar mereka memiliki pemahaman
yang baik dalam operasionalisasi, pemeliharaan,
dan perbaikan IPAL. Mengalokasikan tenaga ahli
atau teknisi khusus yang dapat membantu
pengelola IPAL saat mengalami kendala teknis
dalam operasionalisasi sistem. Menggandeng
perguruan tinggi atau sektor swasta untuk
inovasi terkait

pengelolaan

melakukan penelitian dan
pemeliharaan dan optimalisasi
IPAL.
2. Penguatan Sistem Monitoring dan
Evaluasi Berbasis Data
Disperkim  perlu
pencatatan dan pelaporan data agar monitoring
dan evaluasi memiliki akurasi dan konsistensi

menetapkan standar

dalam penyusunan laporan. Mengembangkan
sistem berbasis teknologi yang
memungkinkan pengelolaan data IPAL secara
terpadu, real-time, dan dapat diakses dengan
mudah untuk pengambilan keputusan yang

informasi



lebih cepat dan tepat. Menyusun indikator
kinerja spesifik, seperti tingkat operasionalisasi,
pengguna  aktif,
keberlanjutan pemeliharaan, agar kebijakan lebih

jumlah serta  tingkat
terukur.
3. Penyusunan Regulasi yang Lebih Kuat

Disperkim perlu mengusulkan regulasi yang
mengatur  kewajiban  masyarakat dalam
membayar iuran serta sanksi administratif bagi
yang tidak mematuhi ketentuan. Memberikan
insentif bagi masyarakat yang tertib dalam
pembayaran iuran dan menjaga fasilitas IPAL,
yang
melanggar aturan. Berkoordinasi dengan DPRD
dan instansi terkait wuntuk memastikan
dukungan regulasi dan alokasi anggaran yang
cukup bagi keberlanjutan program IPAL.
4. Penguatan Peran Masyarakat

Pengelolaan IPAL

Melakukan kampanye kesadaran kepada

masyarakat mengenai pentingnya IPAL komunal

serta menerapkan disinsentif bagi

dalam

dan bagaimana mereka dapat berkontribusi

dalam operasional dan pemeliharaannya.

Mendorong prinsip gotong royong dalam

menjaga keberlanjutan IPAL, misalnya dengan

sistem iuran bersama atau dana cadangan
perbaikan fasilitas.

Dengan implementasi saran ini, Disperkim
dapat meningkatkan efektivitas implementasi
kebijakan =~ IPAL  komunal, = memastikan
keberlanjutan pemeliharaan, serta meningkatkan
kepatuhan masyarakat dalam mendukung
sistem sanitasi yang lebih baik di Kota Semarang.
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